
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690); 

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 
perlu mengatur mengenai penambahan jangka waktu 
bantuan langsung tunai Desa; 

b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kembali 
terhadap penambahan jangka waktu bantuan langsung 
tunai Desa maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2020, perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dima.ksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa 
di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020; 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tabun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6410); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 
Anca man yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ ata.u Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 11 
Tabun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakh.ir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 ten tang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 94); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana 
telah diu bah dua kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 /2020 ten tang 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana 
Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 500); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan 
lntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Mengbadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali cliubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan COVID-19 clilingkungan 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 249); 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 
Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18); 

18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38); 



( 1) Metode perhitungan peneta.pan jumlah penerima manfaat 
BLT Dana Desa mengikuti rumus : 
a. Desa penerima Dana Desa kurang dari 

Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) 
mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 
sebesar 25% (dua puJuh lima persen) dari jumlah Dana 
Desa; 

Pasal 230 

Ketentuan Pasal 23D Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Utara 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Utara 
Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 
(Serita Daerah Kabupaten Utara Tahun 2020 Nomor 36) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUSAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2019 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2019 
Nomor 54); 

21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2020 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dua 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 36 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah 
Kabupaten Utara tahun 2020 Nomor 36). 

Menetapkan 



b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan 
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 
(satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan 
BLT Dana Desa paling banyak sebesar 30°/o (tiga puluh 
persen) dari jumlah Dana Desa; 

c. Desa penerima Dana Desa lebih dari 
Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) 
mengalokasikan BLT Dana Desa paling banyak 
sebesar 35°/o (tiga puluh lima persen) dari jumlah 
Dana Desa. 

(2) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar 
dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi 
setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa dengan metode tunai dan/ atau non tunai (cash less} 
melalui Bank Umum dengan tetap dan harus 
memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak 
(physical distancing), menghindari kerumunan, dan 
memakai masker; 

(4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa 
sebagai berikut : 
a. Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan 

terhitung sejak April 2020; 
b. Besaran BLT Dana Desa per Bulan sebesar 

Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah} per keluarga 
untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni); 

c. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar 
Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga 
untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan 
September}; 

d. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar 
Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga 
untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan 
Desember); 

e. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, 
dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 masih tersedia; 

f. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa 
sebagaimana diatur daJam huruf d mengikuti data KPM 
sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa 
Khusus;dan 

g. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan BLT 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d maka 
ayat (1) dinyatakan tida.k berlaku. 

(5) Penyaluran BLT Dana Desa untuk 3 (tiga) bulan ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dimulai 
sejak Oktober 2020. 
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Diundangkan di Buranga 
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Pj. SEKRETARIS DAE 
KABUPATEN BUTON U 

N UTARA, 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 3 -11 - 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. 

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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